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Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Sragen  
telah bersiap untuk pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2013 dan secara resmi menerima 
pelimpahan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat sebagai Pajak Daerah per Januari 2014. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan PBB-P2 setelah penetapan UU No. 28/2009 serta 
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder dengan cara dokumentasi, studi pustaka dan wawancara langsung dengan pihak terkait. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2010-2014 di Kabupaten 
Sragen sudah mencapai target yang ditetapkan. Tingkat pertumbuhan penerimaan PBB-P2 setelah 
penetapan UU No. 28/2009 mengalami penurunan persentase, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan 
oleh pemerintah daerah lebih besar dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tingkat efektivitas 
pada tahun 2010-2014 dalam kriteria Sangat Efektif, karena realisasinya telah melampaui target. Sedangkan 
untuk tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sebelum dan sesudah pengalihan mengalami penurunan 
persentase. 
 





 According to the Law No. 28/2009 about Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) is one of the taxes administered by the Regional Government. Sragen government prepared for 
the transfer of land and building tax in 2013 and formally accepted the PBB-P2 delegated management of 
the Central Government per January 2014. The aim of this study is to determine the PBB-P2 acceptance 
after enactment of the Law No. 28/2009 and it’s contribution to revenue (PAD). The object of this study 
is the Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) of Sragen. This research 
uses quantitative descriptive method to analyze the data. The data used in this study is secondary data 
from documentation, library research, and interviews with relevant parties. The results showed that the 
real action of accepting PBB-P2 in 2010-2014 in Sragen has reached the target. The growth rate of 
acceptance of the PBB-P2 after the promulgation of law No.28/2009 decreased the precentage, it is 
because the target set by the government is greater than the target set by the central government. The 
level of effectiveness in the years 20s10-2014 in the criteria of highly effective, because realizations have 
exceeded the target. As for the PBB-P2 contribution to the PAD before and after enactment Law No. 
28/2009 decreased the percentages. 
 




Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar 
yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui 
Undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
6 
 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat (Mardiasmo, 2013:12). 
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan 
menjadi pajak daerah. Latar belakang pembentukan UU No. 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan 
yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam 
penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 
dan dunia usaha. 
Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerimaan PBB setelah penetapan UU PDRD yaitu Putri 
(2014), Pradita, dkk. (2014), Nurmalasari (2014), Lestari (2014) dan Saputro, dkk. (2014). Perbedaan penelitian ini dengan 
yang terdahulu terletak pada objek penelitian, yaitu di Kabupaten Sragen.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah 
Daerah, besarnya tingkat keefektifan penerimaan PBB-P2, dan besarnya tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1 Pajak Daerah 
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pengertian pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan 
Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  
2.3 Dasar Hukum 
Prawoto (2011:9) menjelaskan mengenai dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan sebelum berlakunya UU No. 28 
Tahun 2009 adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
2.4 Perubahan Peraturan PBB-P2 
Dengan diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009, jenis Pajak Kabupaten/Kota bertambah dari tujuh menjadi 
sebelas, yaitu: 
Tabel 1. Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No. 34/2000 dengan UU No. 28/2009 
UU No. 34 Tahun 2000 
UU No. 28 Tahun 2009 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c.  Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan 
Jalan (PPJ) 
f. Pajak Parkir 
g. Pajak Pengambilan 
Bahan Galian Gol. 
C 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c.  Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
g. Pajak Parkir 
h. Pajak Air Tanah 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 





2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, 
Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2.6 Efektivitas 
Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan pencapaian hasil 
program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas 
menurut Mardiasmo (2004:134) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu 
organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.  
2.7 Kontribusi 
Menurut Guritno (1992: 76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk 
tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PBB-P2 
terhadap PAD (Pradita, dkk. 2014). 
 
3. METODE 
3.1 Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen. 
3.2 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 
DPPKAD Kabupaten Sragen berupa target dan realisasi penerimaan PBB-P2, serta realisasi PAD. 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data yang akan mendukung dalam penelitian ini, maka pengumpulan data 
dilakukan dengan cara: 
1. Wawancara 
Teknik pengumpulan data dengan mengadakan suatu tanya jawab dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi 
yang mendukung penelitian. Pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah Kepala dan Karyawan DPPKAD 
Kabupaten Sragen. 
2. Studi Pustaka 
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai data dan literatur peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta untuk mendapatkan landasan berfikir berkaitan dengan masalah  yang diangkat dalam penelitian ini.  
3. Dokumentasi 
Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti yaitu data pendapatan 
daerah dan realisasi penerimaan PBB-P2. 
 
3.4 Metode Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif tanpa 
menggunakan analisis statistik. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB. 





Efektivitas penerimaan PBB =  x 100% 
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Untuk menginterpretasikan tingkat efektivitas penerimaan PBB digunakan kriteria sesuai dengan tabel berikut (Munir, 
et al, 2004:151): 
Tabel 2. Nilai Interpretasi Efektivitas 
Persentase (%) Kriteria 
>100 Sangat Efektif 
90-100 Efektif 
80-90 Cukup Efektif 
60-80 Kurang Efektif 
<60 Tidak Efektif 
 
2. Menganalisis kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD. 
Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut (Halim, 2004:163): 
 
 
Untuk menginterpretasikan besarnya kontribusi penerimaan PBB digunakan kriteria sesuai dengan tabel berikut 
(Munir, et al, 2004:149): 
Tabel 3. Nilai Interpretasi Kontribusi 
Persentase (%) Kriteria 
0,00 – 10 Sangat Kurang 
10,10 – 20 Kurang 
20,10 – 30 Sedang 
30,10 – 40 Cukup Baik 
40,10 – 50 Baik 
>50 Tidak Baik 
 
3. Menganalisis tingkat pertumbuhan penerimaan PBB. 




Gx = Tingkat Pertumbuhan PBB pertahun 
Xt = Realisasi Penerimaan PBB pada tahun tertentu 
X(t-1) = Realisasi Penerimaan PBB pada tahun sebelumnya 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB 
Tabel 4. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 
Kabupaten Sragen Tahun 2011-2014 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas (%) Kriteria 
2010 9.855.097.000  10.235.093.930  103,86 Sangat Efektif 
2011 8.957.986.097  11.541.499.518  128,84 Sangat Efektif 
2012 8.307.697.000  13.615.119.900  163,89 Sangat Efektif 
2013 12.514.385.000  20.161.896.666  161,11 Sangat Efektif 
2014 12.514.385.000  18.251.191.360  145,84 Sangat Efektif 
Sumber: Data diolah, 2016 
Kontribusi PBB =  x 100% 
Gx =  x 100% 
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Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2010 sebesar 103,86%. Tingkat 
efektivitas pada tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan sebesar 24,98% dan 35,05%. Namun tingkat efektivitas pada 
tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan sebesar 2,78% dan 15,27%. Pada tahun 2014 persentase tingkat efektivitas 
penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dikarenakan realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan sedangkan 
dari segi target yang digunakan masih sama dengan tahun 2013. Meskipun begitu, tingkat efektivitas peneriman PBB-P2 
sudah dalam kategori sangat efektif 
 
4.2 Analisis Kontribusi PBB terhadap PAD 









2010 10.235.093.930  79.627.347.874 12,85 Kurang 
2011 11.541.499.518  94.518.999.398  12,21 Kurang 
2012 13.615.119.900  127.695.844.300  10,66 Kurang 
2013 20.161.896.666  146.721.552.108  13,74 Kurang 
2014 18.251.191.360  254.392.449.817  7,17 Sangat Kurang 
Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan Tabel 5, kontribusi PBB-P2 pada tahun 2010 sebesar 12,85%. Pada tahun 2011 tingkat kontribusi 
mengalami penurunan sebesar 0,64%. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi kembali mengalami penurunan sebesar 1,55%, 
sedangkan pada tahun 2013 tingkat kontribusi mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,08%. Pada tahun 2014 tingkat 
kontribusinya paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan mengalami penurunan sebesar 6,57%. 
Ditinjau dari segi realisasi PAD tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013 sedangkan dari segi realisasi PBB-P2 
mengalami penurunan yang menyebabkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2014 sangat kurang 
 
4.3 Analisis Tingkat Pertumbuhan PBB 









2010 10.235.093.930  - 10.235.093.930  - 
2011 11.541.499.518  10.235.093.930  1.306.405.588  12,76 
2012 13.615.119.900  11.541.499.518  2.073.620.382  17,97 
2013 20.161.896.666  13.615.119.900  6.546.776.766  48,08 
2014 18.251.191.360  20.161.896.666  -1.910.705.306 -9,48 
Rata-rata Pertumbuhan 13,87 
Sumber: Data diolah, 2016 
Berdasarkan Tabel 6, rata-rata pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Sragen mencapai 13,87%. Realisasi PBB-P2 pada 
tahun 2010–2013 mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada tahun 2011 persentase 
pertumbuhan sebesar 12,76% setara dengan Rp1.306.405.588,00. Pada tahun 2012 persentase pertumbuhan mengalami 
kenaikan sebesar 5,21% setara dengan Rp2.073.620.382,00, dan pada tahun 2013 persentase pertumbuhan mengalami 
kenaikan sebesar 30,11% setara dengan Rp6.546.776.766,00. Sedangkan untuk persentase pertumbuhan pada tahun 2014 
mencapai angka negatif yaitu -9,48%, dengan kata lain persentase pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 57,56% 
setara dengan Rp-1.910.705.306,00. 
Pada tahun 2014, persentase tingkat pertumbuhan penerimaan PBB-P2 mencapai angka negatif. Penyebabnya 
adalah banyak piutang yang belum tertagih dibayarkan pada tahun 2013 sehingga realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami 
peningkatan, sedangkan untuk tahun 2014 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan. Dari perbandingan antara 
realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2014 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya didapatkan hasil 





Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2010 
sampai tahun 2012 mengalami kenaikan persentase dengan kriteria sangat efektif. Sementara pada tahun 2013 mengalami 
penurunan persentase dan dengan kriteria sangat efektif. Untuk tahun 2014 dari segi realisasi penerimaan PBB-P2 
maupun persentase mengalami penurunan, namun masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD antara sebelum dan sesudah penetapan UU No. 28 Tahun 
2009 mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) sebelum penetapan UU No. 28 Tahun 2009 yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami 
kenaikan persentase, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan persentase.  
5.1 Keterbatasan Penelitian 
Masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan, antara lain: 
1. Penelitian hanya dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sragen, tidak melakukan di tingkat 
Kecamatan sehingga secara teknis tidak mengetahui kendala-kendala yang ada di tingkat Kecamatan. 
2. Periode yang digunakan dalam perbandingan cukup pendek, yaitu empat tahun untuk sebelum penetapan UU No. 29 
Tahun 2009 dan hanya satu tahun untuk setelah penetapan UU No. 28 Tahun 2009, karena Kabupaten Sragen 
menerapkan UU No. 28 Tahun 2009 mulai tahun 2014. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakuan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai pertimbangan 
untuk Pemerintah Kabupaten Sragen dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:  
1. Pemerintah Kabupaten Sragen harus lebih mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dari potensi yang dimiliki agar 
penerimaan PBB-P2 terus meningkat. 
2. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan PBB-P2 perlu ditingkatkan dan ditambah agar pengelolaan PBB-P2 
dapat lebih baik lagi untuk tahun-tahun selanjutnya. 
3. Perlu adanya sanksi yang tegas agar kemacetan dalam pemungutan PBB-P2 berkurang dan kesadaran masyarakat 
meningkat. 
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian PBB-P2 yang lebih luas cakupannya, baik dari segi 
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